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RAPAT PARIPURNA, BUPATI PELALAWAN SERAHKAN DUA RANPERDA 

TAHUN 2024 

 

 
Sumber gambar: 

https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115217040&Rapat-Paripurna,-Bupati-

Pelalawan-Serahkan-2-Ranperda-Tahun-2024 

 

Bupati Pelalawan H. Zukri, SE mengikuti rapat paripurna penyampaian dan 

penyerahan terhadap 2 Ranperda Kabupaten Pelalawan Tahun 2024.  

Rapat yang dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Pelalawan, Selasa (2/7/2024) 

dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pelalawan Syafrizal, SE. 

Dalam sambutannya, Bupati Zukri mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang 

diberikan untuk menyampaikan 2 Ranperda. 

“Perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan 

anggota dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk 

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2025-2045,” kata Bupati 

Zukri. 

Sesuai amalan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan kewajiban atau 

agenda konstitusional sebagaimana dinyatakan pada paragraf kesembilan yaitu pasal 320 

ayat 1 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan 

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan 

setelah tahun anggaran berakhir. 

https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115217040&Rapat-Paripurna,-Bupati-Pelalawan-Serahkan-2-Ranperda-Tahun-2024
https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115217040&Rapat-Paripurna,-Bupati-Pelalawan-Serahkan-2-Ranperda-Tahun-2024
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“Adapun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya 

meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah," jelas Bupati. 

Lanjutnya, pada kesempatan ini dapat sampaikan bahwa laporan keuangan 

dimaksud telah diaudit oleh BPK yang hasilnya telah sama-sama kita terima pada tanggal 

22 Mei 2024 yang lalu. LHP LKPD hasil audit ini akan menjadi materi dalam rancangan 

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan 

Tahun 2023 yang akan dibahas dan disahkan oleh dewan yang terhormat untuk menjadi 

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan. 

“Perlu kita ketahui bersama bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun anggaran 2023 mendapat Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) oleh BPK RI. Ini merupakan WTP ke-12 yang diperoleh Pemerintah 

Kabupaten Pelalawan," tambah Bupati. 

 

Sumber berita:  

1. https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115217040&Rapat-Paripurna,-

Bupati-Pelalawan-Serahkan-2-Ranperda-Tahun-2024, Rapat Paripurna, Bupati 

Pelalawan Serahkan 2 Ranperda, 3 Juli 2024; 

2. https://www.rri.co.id/pekanbaru/daerah/795513/pj-gubernur-sampaikan-ranperda-

pelaksanaan-apbd-2023-ke-dprd, PJ Gubernur Sampaikan Ranperda Pelaksanaan 

APBD 2023 ke DPRD, 1 Juli 2024. 

 

Catatan:  

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 320 

ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah Pasal 194 ayat 1 mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan 

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan 

dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, serta 

ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir, untuk mendapat persetujuan bersama.  

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun 

anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. 

Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa 

https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115217040&Rapat-Paripurna,-Bupati-Pelalawan-Serahkan-2-Ranperda-Tahun-2024
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https://www.rri.co.id/pekanbaru/daerah/795513/pj-gubernur-sampaikan-ranperda-pelaksanaan-apbd-2023-ke-dprd
https://www.rri.co.id/pekanbaru/daerah/795513/pj-gubernur-sampaikan-ranperda-pelaksanaan-apbd-2023-ke-dprd
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oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. 

Laporan keuangan paling sedikit meliputi: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. neraca; 

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan 

BUMD. 

Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan.  Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas 

kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Persetujuan bersama 

rancangan Perda paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar 

persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling 

lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk 

dievaluasi. 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan 

Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan 

peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda 

Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran 

APBD dan/atau peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta 

temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 

Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada 

bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan 

Perda Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
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Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi 

rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah 

sesuai dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota 

tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda 

Kabupaten/Kota dimaksud menjadi Perda Kabupaten/Kota. 

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi 

rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang 

perubahan APBD serta tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling 

lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. 

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan 

bupati/walikota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD menjadi Perda Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota dimaksud.  

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil 

keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan 

Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan Perkada ditetapkan 

setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota. 

Untuk memperoleh pengesahan, Rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung 

sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan 

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Apabila dalam batas waktu 15 

(lima belas) Hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak 

mengesahkan rancangan Perkada, kepala daerah menetapkan rancangan Perkada dimaksud 

menjadi Perkada. 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau. 


